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Pengantar Penulis

—& 4 >

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT berkat ridho-Nya buku ini dapat
terselesaikan. Buku yang berjudul “Antara Ekspektasi dan
Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan
Timah Di Pulau Belitung), merupakan bagian dari hasil
penelitian tingkat Fakultas (PDTF) yang didanai oleh LPPM
Uiversitas Bangka Belitung pada tahun 2018. Meskipun dibuat
sebagai buku ajar di Fakultas Hukum, buku yang ditulis bergaya
praktis dan berbasis data lapangan serta berbagai stakeholder
terkait ini juga ditujukan untuk masyarakat umum, aktivis dan
organisasi lingkungan, aparat penegak hukum, pemerintah
pusat dan daerah, BUMN, BUMD, swasta dan pelaku tambang.

Bab 1 buku ini berisi Pendahuluan yang mengupas tentang
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Isinya membahas perihal idealitas dan kondisi realitasnya,
serta mimpi greenmining. Dibab 2 dijabarkan tentang
reklamasi dalam regulasi perspektif konstitusi, lingkungan
dan pertambangan. Dibab 3 menjelaskan tentang tata kelola
reklamasi mulai dari prinsip-prinsip reklamasi, perencanaan,
penilaian dan persetujuan, serta perihal jaminan reklamasi.
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Bab 4 mengambil judul implementasi reklamasi. Selanjutnya
bab 5 penulis menjelaskan tentang problematika reklamasi
timah di Pulau Belitung. Pada bab 6 sebagai penutup membahas
tentang penegakan hukum integral tanggungjawab reklamasi.

Harapannya buku ini dapat menambah literatur hukum
pertambangan dalam konteks reklamasi yang belum banyak
dijumpai dan secara khusus menjadi referensi praktis bagi
pelaku tambang dan masyarakat agar reklamasi pertambangan
timah tetap berbasis pada pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM UBB
yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini sebagai salahsatu
output dari PDTF tahun 2018. Kepada penerbit terimakasih
atas kerjasamanya, sehingga buku ini bisa ada ditangan
pembaca sekarang. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini
jauh dari sempurna, sehingga secara terbuka kami menerima
kritik yang konstruktif dari pada pembaca.

Oktober 2018
Penulis
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|-BAB1-'

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

A. Antara Idealita dan Realita

Keresahan dunia internasional akan kerusakan lingkungan
akibat pembangunan telah melahirkan konsep pembangunan
berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagai sebuah so-
lusi. Hal ini muncul dalam Stockholm Declaration 1972 (Dek-
larasi tentang Lingkungan Hidup Manusia) danThe Rio de
Janeiro Declarationon Environment and Development 1992
(Hardjasoemantri,2005:6). Sudharto P. Hadi (2001:44) meng-
emukakan 4 (empat) prinsip pembangunan berkelanjutan,
yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun

non-materi.

Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena
kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun
hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan
lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan
penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak
lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan
aset untuk menopang kehidupan. Kebutuhan non-
materi yang dicerminkan dalam suasana keterbu-
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kaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang
merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk
bisa mengambil bagian dalam pengambilan ke-
putusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan
kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat
adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami
kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat
tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan
pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai part
of process.

Pemeliharaan lingkungan.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ada
dua prinsip penting vyaitu prinsip konservasi dan
mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan
hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pe-
menuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan
sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi
manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa penyebab pencemaran dan Kkerusakan
lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran
hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu konservasi
dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan. Se-
dangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna
ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan
pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi
energi yang besar yang menyebabkan terjadinya
polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua,
perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang
ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik
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di negara maju maupun di negara berkembang agar
mengurangi beban bumi.

C. Keadilan sosial.

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini
menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip
pembangunan. Keadilan masa kini berdimensi luas
termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya
alam antara daerah dan pusat. Sedangkan keadilan
masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi.
Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan
adanya keterbatasan (limitations) SDA yang harus
diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan
kepentingan generasi yang akan datang.

d. Penentuan nasib sendiri.

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya
masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi.
Masyarakat mandiri (self relient community) adalah
masyarakat yang mampu mengambil keputusan
sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan
masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi
sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip parti-
sipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan
transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap
proses pengambilan keputusan yang menyangkut
nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi
bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki
dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas
perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA e 3



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlin-
dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan
pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan teren-
cana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan
ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini, dan
generasi masa depan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pembangunan ber-
kelanjutan meliputi 3 aspek penting, yakni lingkungan hidup,
sosial dan ekonomi. Kemudian tujuan utamanya, tidak hanya
untuk kepentingan generasi saat ini tetapi juga kepen-
tingan generasi dimasa yang akan datang. Dalam konteks
pertambangan dan reklamasinya, maka meskipun eksploitasi
dilakukan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan harus
mampu diperbaiki, stabilitas sosial masyarakat terjamin, dan
adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat ter-
dampak. Terpenuhinya ketiga prinsip ini penting untuk me-
mastikan bahwa mutu hidup generasi sekarang maupun
dimasa depan tetap berkualitas atau sering disebut sebagai
keadilan antar generasi.

Prinsip-prinsip keadilan antar generasi meletakkan 3 (tiga)
kewajiban/tuntutan mendasar bagi generasi hari ini dalam
konservasi sumber daya alam (Stefanus Haryanto, 1996:4),
yaitu:

a. Concervation of option,yaitu menjaga generasi mendatang
dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya
alam

b. Conservation of quality, yaitu menjaga lingkungan agar
lestari
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c. Conservation of acces, yaitu menjamin generasi
mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan
generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan berkelanjutan pada tataran konsep me-
mang berisi idealitas. Namun dalam realitanya sulit terwujud
dengan baik. Pertambangan yang diklaim oleh negara-negara
maju sebagai agen pembangunan yang mensejahterakan me-
nunjukkan fakta sebaliknya. Menurut Erwiza Erman (dalam
Yuliani, 2008:vii-viii), paradigma sektor ekonomi pertam-
bangan dianggap sebagai agen pembangunan telah menuai
kritik tajam, terutama masalah ketimpangan sosial-ekonomi
dan lingkungan yang muncul disekitar lokasi-lokasi penam-
bangan. Tak satupun yang membantah bahwa seluruh akti-
vitas penambangan telah ‘membalik bumi’, mengubah struktur
tanah. Hal serupa disampaikan Nandang Sudrajat (2010:139-
140) bahwa kerusakan lingkungan jelas tak terhindarkan, di-
samping persoalan terkorbankannya pemilik lahan dan adanya
ketimbangan sosial. Masalah kerusakan lingkungan potensial
keranah koflik sebagaimana disampaikan Rupesinghe (dalam
Ismawan, 1999:55), bahwa konflik lingkungan dapat memicu
konflik kekerasan, konflik kekuasaan dan ketegangan politik.

Sementara prinsip berwawasan lingkungan yang menjadi
satu kesatuan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
juga menunjukkan hasil yang maksimal. Kegiatan pertam-
bangan selama ini justru mengenyampingkan lingkungan dan
lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi. Berwawasan ling-
kungan hanya sebatas jargon untuk kemudian mengeksploitasi
terus menerus selagi ada. Ini tentu paradigma yang keliru.
Oleh karenanya dibutuhkan meningkatan kesadaran dan
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partisipasinya dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Kesadara
ini dapat muncul dengan memahami prinsip-prinsip etika
lingkungan hidup (Keraf, 2010:187), yaitu:

a. Sikap hormatlah terhadap alam (respect for Natute)

b. Prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature)

c. Solidaritas kosmis (Cosmic Solidarity)

d. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam
(Caring for nature).

e. Prinsip ‘NoHarm”

f.  Prinsip Hidup Sederhana dan selasas dengan anda.

g. Prinsip Keadilan

h. Prinsip demokrasi

i

Prinsip integritas moral

Lebih lanjut Sonny Keraf (2010:198), memberikan kritik
terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang me-
nurutnya tidak mampu untuk mengelola sumber daya alam
secara arif. Oleh karenaya beliau menawarkan keberlanjutan
ekologi karena melihat degradasi lingkungan yang sudah luar
biasa akibat industri yang mengatasnamakan pembangunan.
Keberlanjutan ekologi sebagai jalan keluar dari kegagalan
developmentalisme selama ini.

B. Mimpi Greenmining

Sepertinya publik lebih dominan untuk berpandangan
bahwa sulit untuk mempertemukan kepentingan pertambangan
dengan kepentingan lingkungan. Secara ekstrem bahkan
disampaikan bahwa keduanya tidak mungkin bersatu, karena
satu mau menambang yang satu mau menjaga lingkungan.
Keduanya lebih banyak bertolak belakang. Oleh karenanya,
seringkali masyarakat menilai greenmining hanyalah sebatas
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mimpi semata.

Industri ekstraktif (tambang, minyak dan gas) adalah
industri tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada
eksploitasi sumberdaya tak terbarukan. Industri ini tidak hanya
menciptakan bencana lingkungan, tetapi juga menghancurkan
sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, me-
micu kekerasan dan ketidakadilan (Jatam, 2006:12). Menurut
Catherine Coumans, Koordinator riset dari Mining Wacth
Canada, pertambangan modern berlangsung selama 15-20
tahun. Tetapi kerusakan yang ditimbulkannya (terlebih tam-
bang terbuka) bisa berlangsung beribu-ribu tahun lamanya.
Bahan kimia yang digunakannya dapat mencemari tanah dan
air tanah. Sementara keuntungan masyarakat sangat sedikit
dibandingan dengan nilai hutan yang menjadi menjadi sumber
mata pencaharian mereka (Jatam, 2005:173)

Menurut Rosadi (2012:195), pembangunan yang masih
bersikeras menyokong pertambangan, jelas terlalu antro-
posentris dan menjauh dari paradigma ekosentris. Lingkungan
dikorbankan demi memenuhi kaidah modernitas.

Fakta selama ini menunjukkan akibat pertambangan,
wilayah Bangka dan Belitung dari pesawat terlihat ada ratu-
san kolong-kolong akibat tambang timah. Ulasan di bab 5
menunjukkan bagaimana minimnya implementasi kewajiban
reklamasi di pulau Belitung. Dan kondisi ini semakin kronik
ketika berbagai problematika bermunculan yang menjadi
hambatan dalam pemenuhan reklamasi. Akhirnya, judul buku
yang ditulis Paripurno (2009), Datang, Gali dan Pergi menjadi
begitu nyata didepan mata. Dalam buku ini pula disampaikan
paling tidak ada 4 isu pokok dalam problematika penutupan
tambang. Pertama, kerusakan lingkungan. Kedua, pemulihan
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produktifitas dan kesejahteraan rakyat yang sempat hilang.
Ketiga, penyelesaian tindak kekerasan dan pelanggar HAM,
perusakan situs budaya. Keempat, pembiayaan yang harus
dipenuhi terutama untuk mengatasi soal pertama dan kedua.

Hasil penelitian Sukarman dan Gani (2017), luas lahan
bekas tambang di pulau Belitung adalah 45.675 hektar,
dan luas kolong 3.160 hektar. Degradasi lingkungan juga
terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Babel
yang baru. Kemudian Laporan Review Lahan Kritis (BPDAS
Cerucuk, 2013), di Kabupaten Belitung luas lahan sangat
kritis mencapai 13.258 hektar, lahan kritis 20.364 hektar, lahan
agak kritis 145.987 hektar dan potensial kritis116.167 hektar.
Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur luas lahan sangat
kritis mencapai 7.337 hektar, lahan kritis 48.074 hektar, lahan
agak kritis 187.099 hektar dan potensial kritis 9.950 hektar.

Kerusakan lingkungan juga tersirat dari banyaknya tulisan-
tulisan atau opini publik baik itu di media massa”, maupu
elektronik. Seperti tulisan Wahab, Babel dan krisis ekologi
dan “Antara Tambang dan Hutan, Tulisan Rendy, Gerakan
Peduli Ekologi, (2011), dan tulisan WALHI, Pulihkan Bangka
Selamatkan Belitung (2013), Sengkarut Timah dan Gagapnya
Ideologi Pancasila (Ibrahim, 2011). Siti Maimumah dari JATAM
(2012:29) , bahkan menulis green mining, green wash!
“Tambang dan daya rusaknya itu, jauh dari sifat berkelanjutan,
apalagi Hijau”.
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I-BABII-b

REKLAMASI DALAM REGULASI

A. Perspektif Konstitusi

Konstitusi adalah kumpulan aturan yang mengatur suatu
organisasi, dan konstitusi negara adalah kumpulan aturan
mengenai organisasi negara (the law of state organization,
de recht van staatsorganisatie). Konstitusi ada yang tertulis
(written constitution, schiftelijke constitutie) dan tidak tertulis
(unwritten constitution, onschriftelijke constitutie) (Bagir
Manan & Susi Dwi Harijanti, 2014: 147). Dalam sejarahnya di
dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas
wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur
jalannya pemerintahan (Dahlain Thaib, Jazim Hamidi &
Ni‘'matul Huda, 1999: 17).

Dalam praktik, pengertian konstitusi berarti lebih luas
dari pada pengertian Undang-Undang Dasar (UUD), tetapi
ada juga yang menyamakan pengertian keduanya (Dahlan
Thaib dkk, 1999: 7). Oleh L.J. Van Aperldoorn, constitution
(konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang
tidak tertulis, sedangkan UUD adalah bagian tertulis dari suatu
konstitusi. Hal ini tentu berbeda dengan Sri Soemantri yang
justru menyamakan antara konstitusi dengan UUD (Dahlan
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Thaib dkk, 1999: 8). Di Indonesia, terdapat tiga arti konstitusi;
(1) diartikan sebagai hukum tata negara; (2) sebagai undang-
undang dasar; (3) hukum dasar (droit constitutionelle), yakni
peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis (konvensi) (Astin Riyanto, 2009: 33)

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang,
selain sebagai dokumen nasional konstitusi juga sebagai
alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum
negaranya sendiri (Dahlan Thaib dkk, 1999: 14-15). Menurut
Mr. ].G. Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi berisi
tiga hal pokok; (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negaranya; (2) ditetapkannya susunan
ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
(3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
yang juga bersifat fundamental (Dahlan Thaib dkk, 1999: 16).
Selain memuat tentang organisasi negara, setiap undang-
undang dasar menurut Miriam Budiardjo juga di antaranya
memuat soal-soal hak asasi manusia (Dahlan Thaib dkk, 1999:
17). Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi
kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak
yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan
yang berdaulat (Dahlan Thaib dkk, 1999: 24).

Konstitusi merupakan hukum paling tinggi (hukum ter-
tinggi) yang paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu
sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi
bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan
lainnya (Astim Riyanto, 2009: 67). Konstitusi ditempatkan
sebagai sumber hukum tertinggi karena dipandang merupakan
hasil perjanjian seluruh rakyat sebagai pemegang kedautan
(Janedjri M. Gaffar, 2013: 79). Sebagai hukum tertinggi,
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konstitusi dengan demikian harus dilaksanakan bukan hanya
oleh penyelenggara negara, akan tetapi oleh segenap warga
negara tanpa terkecuali. Pelanggaran terhadap norma-norma
yang sudah disusun dalam sebuah konstitusi disinyalir akan
mengakibatkan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, karena bagaimana pun sebuah konstitusi pada
dasarnya penjelmaan dari kesepakatan antara penguasa
dengan warga sebuah negara.

Di Indonesia, perhatian terhadap konstitusi, dalam hal
ini UUD NRI 1945, sebagai sumber hukum hanya menjadi
concern yang mempelajari hukum tata negara. Perhatian yang
demikian kendornya terhadap UUD sebagai sumber hukum
tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga dalam
pembentukan dan penegakan hukum (Bagir Manan & Susi
Dwi Harijanti, 2014: 149). Akibatnya, norma-norma dalam
konstitusi seringkali diabaikan dalam pengambilan kebijakan,
sehingga masyarakat selalu menjadi obyek inkonstitusional
kebijakan negara.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang
dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat, sesuai
dengan perintah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan dengan
demikian mempunyai daya regenerasi asimilasi yang terbatas.
Artinya, selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada
di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya
terbarui itu dapat digunakan secara lestari. Sebaliknya, apabila
batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami keru-
sakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan
konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan
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(Supriadi, 2008; 4).

UUD NRI 1945 sebetulnya sudah merumuskan dengan
padat tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan
bangsa Indonesia setelah dirinya merdeka, salah satunya
memajukan kesejahteraan umum (Subandi Al Marsudi, 2012:
140). Pernyataan ini didukung oleh bunyi alinea keempat
Pembukaan UUD NRI 1945,”..untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-
dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial...”.

Selanjutnya dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945
dengan tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.” Pasal ini mengindikasikan bahwa UUD
NRI 1945 adalah green constitution (pro terhadap lingkungan
hidup), karena hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik adalah
hak asasi manusia (Jimly Asshiddigie, 2009: 90).

Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945 Ayat (3), "Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.” Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah sebagai representasi dari
negara hendaknya membuat regulasi pengelolaan sumber
daya alam yang membuka akses sebesarnya-besarnya bagi
kemakmuran rakyat dan memperketat bagi pihak swasta
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dan asing (Setyo Utomo & Dwi Haryadi, 2013: 3). Apalagi,
sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945,
"Kedaulatann berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Inilah penjabaran Pancasila dalam konstitusi yang menjadi
salah satu dasar utama pengelolaan sumber daya alam
di Indonesia. Pengelolaan yang menyimpang dari makna
pasal tersebut di atas dapat diartikan sebagai tindakan
yang melanggar konstitusi (Dwi Haryadi & Darwance dalam
Sulistyowati Iriyanto, 2017: 57).

B. Perspektif Lingkungan

Oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan
didefinsikan sebagai; (1) daerah (kawasan dan sebagainya)
yang termasuk di dalamnya; (2) bagian wilayah kelurahan
yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan
desa; (3) golongan; kalangan. Sementara itu, lingkungan
hidup diartikan sebagai; (1) kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; atau (2)
lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme
hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Lingkungan sebagai entitas ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya,
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merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Dengan akal
budi yang dimiliki olehnya, sebagai salah satu pembeda
antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain,
manusia diharapkan bisa memanfaatkan segala potensi yang
dimiliki oleh lingkungan hidup di sekitarnya tanpa atau paling
tidak meminimalisasi kerusakan alam sebagai dampak yang
ditimbulkan dari pemanfaatan potensi itu. Sayangnya, dalam
praktik, manusia seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ini,
bahkan cenderung terus memanfaatkan tanpa ada kontrol
terhadap efek buruk yang ditimbulkan. Oleh karenanya,
seperangkat aturan yang bisa dijadikan sebagai panduan
(guideline) dalam pengelolaan lingkungan hidup mutlak
harus ada. Inilah yang kemudian melahirkan rezim hukum
lingkungan dalam praktik penyelenggaraan lingkungan hidup,
termasuk di Indonesia.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan
dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian
lebih besar terhadap lingkungan hidup (Muhammad Erwin,
2011; 3). Lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 misalnya sangat
mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern
Indonesia, dibuktikan dengan dimasukkannya masalah
pengelolaan lingkungan hidup dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) 1973-1978 untuk pertama kalinya kala itu
(Sukanda Husin, 2009; 3).

Lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan
dan kesehatannya agar dapat tetap lestari untuk kepentingan
anak cucu di masa yang akan datang, sehingga pencegahan
sejak dini harus dilakukan terutama terhadap perbuatan-
perbuatan yang sengaja atau tidak akan menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup (Gatot Supramono, 2013; 4).
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Pengrusakan terhadap lingkungan dengan demikian tidak
hanya mengakibatkan tata lingkungan menjadi tidak seimbang,
tapi pada gilirannya hanya akan mewariskan lingkungan yang
buruk bagi generasi di masa yang akan datang.

Pada dasarnya, pertambangan erat kaitannya dengan
persoalan lingkungan hidup karena setiap usaha pertam-
bangan diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Halim HS,
2012; 29). Secara normatif hubungan erat antara rezim
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rezim
pengusahaan pertambangan telah ada secara baik melalui
berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya, seperti
syarat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) dalam setiap pengusahaan pertambangan mineral
dan batubara (Ahmad Redi, 2017; 37).

Perangkat hukum di bidang lingkungan hidup sebetulnya
sudah sejak lama dimiliki oleh Indonesia, seperti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekarang berlaku. Per-
ubahan dari undang-undang yang satu ke undang-undang
berikutnya salah satunya dilatarbelakangi oleh alasan
penyempurnaan dan untuk menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem
(Gatot Supramono, 2013; 6-7).

Setiap orang pada prinsipnya mempunyai sejumlah
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hak atas lingkungan hidup. Pasal 65 UUPLH secara eksplisit
menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan
akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat, serta berhak mengajukan usul dan/atau
keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup. Di samping itu, setiap orang juga berhak untuk berperan
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hak yang dimiliki, tentu ada kewajiban yang yang
menyertainya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UUPLH,
yakni berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup. Selain itu, setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkewajiban; (1) memberikan
informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat
waktu; (2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
dan (3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Masih dalam undang-undang yang sama, ada beberapa
larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan
hidup, yakni:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Memasukkan B3 vyang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
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Republik Indonesia.

3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.

6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan
hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan.

8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

9. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi
penyusun AMDAL.

10. Memberikaninformasipalsu, menyesatkan, menghilangkan
informasi, merusak informasi, atau memberikan ketera-
ngan yang tidak benar.

Pasal 36 UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa setiap usaha
dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil
penilaian komisi penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau
bupati/ walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ke-
tidak layakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan-
nya atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan ini wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, dan
diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/ /walikota
sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 40 undang-undang yang sama menegaskan bahwa
izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh
izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila izin ini dicabut, maka
izin usaha dan/ atau kegiatan dibatalkan. Sedangkan, apabila
usaha dan/ atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin
lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai pengaturan
pelaksana dari UUPLH mendefinisikan izin lingkungan sebagai
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan setiap usaha
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan yang diperoleh melalui tahapan
kegiatan yang meliputi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL,
penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL, dan permohonan
dan penerbitan izin lingkungan.

C. Perspektif Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris, yakni mining law. Oleh Blacklaw Dictionary, mining
law diartikan sebagai ketentuan yang khusus yang mengatur
hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam
berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-
aturan yang telah ditetapkan (Salim HS, 2012;7-8). Hukum
pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum
yang bersifat khusus karena obyeknya khusus dan sifat hubungan
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para pihak bersifat administratif (Salim HS, 2012; 21).

Di Indonesia, negara diberikan kewenangan untuk
menguasai sumber daya mineral dan batubara, yakni kebebasan
atau kewenangan penuh (volldige bevoegdheid) untuk
menentukan kebjaksanaan yang diperlukan dalam bentuk
mengatur (regelen), mengurus (besturen) dan mengawasi
(toezichthouen) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya
alam nasional (Salim HS, 2012; 17). Dalam Putusan MK
Nomor 002/PUU-1/2003, kewenangan negara meliputi mem-
buat kebijakan (beleid) dan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan
pengawasan (toezichtoudensdaad) (Salim HS, 2012; 18).

Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur
tentang pertambangan adalah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan. Pada tanggal 12 Januari 2018 diundangkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batubara, sekaligus menghapus UU 11 Tahun 1987. Inilah dasar
normatif yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia
saat ini, termasuk pertambangan timah sebagai salah satu
mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Pulau Belitung
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu
daerah penghasil timah dengan beberapa izin pertambangan
yang masih aktif hingga saat ini, tentu memiliki kepentingan
langsung dengan UU Minerba yang hingga kini berlaku.

Pasal 1 Angka 1 UUMinerba, pertambanganadalah sebagian
atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, peng-
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angkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.Per-
tambangan dikelola berasaskan; (1) manfaat, keadilan, dan
keseimbangan; (2) keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
(3) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan (4)
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu tujuan
pertambangan adalah menjamin manfaat pertambangan
mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan hidup.

Dalam pertambangan, dikenal adanya usaha pertam-
bangan, yakni kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
serta pascatambang. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam
bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan
Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambngan Khusus (IUPK).

IUP terdiri atas dua tahap, yakni IUP eksplorasi (meliputi
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan)
dan IUP operasi produksi (meliputi kegiatan konstruksi, pe-
nambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan
dan penjualan. Baik IUP operasi produksi maupun IUPK operasi
wajib memuat ketentuan di antaranya, lingkungan hidup
termasuk reklamasi dan pascatambang, serta dana jaminan
reklamasi dan pascatambang.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik,
pemegang IUP dan IUPK salah satunya wajib melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,
termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Selain itu,
pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana rekla-
masi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan
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permohonan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi.
Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan
sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pemegang
IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi
dan dana jaminan pascatambang. Dana ini merupakan ja-
minan yang diberikan oleh pemegang IUP maupun IUPK
bahwa setelah mereka melakukan proses penambangan akan
dilanjutkan dengan kegiatan reklamasi. Bila reklamasi tidak
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka
menteri yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan,
gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi
dan pascatambang dengan dana jaminan yang ada.

Lalu, bagaimana dengan tugas pengawasan terhadap
kegiatan reklamasi? Pada dasarnya, pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabu-
paten/kota dilakukan oleh menteri sesuai dengan kewe-
nangannya. Pada pelaksanaanya, menteri dapat melimpahkan
kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha
pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/
kota. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan
terhadap pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan
pascatambang. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 UU
Minerba bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah
pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan
pascatambang.
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TATA KELOLA REKLAMASI

A. Prinsip-Prinsip Reklamasi

Salah satu kewenangan pemerintah dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana yang yang
tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Minerba adalah pembinaan
dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.
Kewenangan yang sama juga dimiliki oleh pemerintah provinsi
(Pasal 7 Ayat (1) UU Minerba). Pasal 1 Angka 26 mendefinisikan
reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan mem-
perbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat ber-
fungsi kembali sesuai peruntukannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reklamasi
diartikan sebagai usaha memperluas tanah (pertanian) dengan
memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misalnya
dengan cara menguruk daerah rawa-rawa). Sedangkan Pasal 1
Angka 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan
reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan mem-
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perbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat ber-
fungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan reklamasi tentu harus dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip yang menjadi acuan, salah satunya untuk men-
jaga kelestarian lingkungan hidup. Penerapan prinsip-prinsip
ini penting dilakukan sebagai upaya sekaligus bentuk tang-
gungjawab menjaga fungsi alam, tak terkecuali terhadap
masyarakat di sekitarnya. Pelaksanaan reklamasi oleh peme-
gang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib memenuhi
prinsip; (1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan; dan (2) keselamatan dan kesehatan kerja.
Sedangkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh
pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi
wajib memenuhi prinsip; (1) perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan; (2) keselamatan dan kese-
hatan kerja; dan (3) konservasi mineral dan batubara.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan paling sedikit meliputi; (1) perlindungan ter-
hadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah
serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; (2) perlindungan dan pe-
mulihan keanekaragaman hayati; (3) penjaminan terhadap
stabilitas dan keamanan timbunan batuan samping dan/ atau
tanah/batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang,
dan struktur buatan lainnya; (4) pemanfaatan lahan bekas
tambang sesuai dengan peruntukannya; (5) memperhatikan
nilai sosial dan budaya setempat; dan (6) perlindungan ter-
hadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi; (1)
perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh;
(2) perlindungan setiap pekerja buruh dari penyakit akibat
kerja. Sedangkan, prinsip konservasi mineral dan batubara
meliputi; (1) penambangan yang optimum; (2) penggunaan
metode dan teknologi pengolahan dan/ atau pemurnian yang
efektif dan efisien; (3) pengelolaan dan/ atau pemanfaatan
cadangan marijinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan
serta batubara kualitas rendah; (4) pendataan sumber daya
serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang
serta sisa pengolahan dan/ atau pemurnian.

Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib meng-
integrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan
kerja dengan rencana kegiatan eksplorasi dan dokumen
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. Selain itu, pemegang IUP operasi pro-
duksi dan IUPK operasi produksi wajib mengintegrasikan
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup per-
tambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan
prinsip konservasi mineral dan batubara dengan perencanaan
penambangan yang disusun dalam laporan hasil studi kela-
yakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

B. Rencana Reklamasi, Penilaian dan Persetujuan
Pasal 99 (1) UU Minerba menyebutkan setiap pemegang
IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan
rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan
IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Melihat pada

FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA « 25



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

konstruksi ketentuan ini, rencana reklamasi merupakan syarat
mutlak yang harus ada dalam proses pengajuan IUP operasi
produksi. Artinya, tanpa ada dokumen ini izin tentu tidak bisa
diberikan. Hal ini sudah selayaknya dijadikan sebagai syarat
mutlak mengingat pertambangan merupakan aktivitas yang
sekali lagi bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup.
Salah satu upaya untuk menjaganya adalah dengan reklamasi.

Pengaturan mengenai penyusunan rencana reklamasi
dan pascatambang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan
Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara. Dikatakan di dalamnya, sebelum melakukan
kegiatan eksplorasi, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK
eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi
berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Rencana reklamasi tahap
eksplorasi ini wajib memenuhi prinsip-prinsip reklamasi, di
antaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Selainitu, rencanareklamasijugaharusmempertimbangkan
metode eksplorasi, kondisi spesifik wilayah setempat, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode eksplorasi
yang dimaksud antara lain meliputi kegiatan pemetaan
geologi, pemercontohan dengan jarak yang lebar, pembuatan
paritan, dan pengeboran. Kegiatan eksplorasi dengan metode
eksplorasi ini dapat menyebabkan lahan terganggu, antara
lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/
atau fasilitas penunjang eksplorasi.
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Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi yang
telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib me-
nyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan ren-
cana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan
hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ren-
cana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pasca-
tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip reklamasi serta
harus mempertimbangkan sistem dan metode penambangan
berdasarkan hasil studi kelayakan, kondisi spesifik wilayah
setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem dan metode penambangan meliputi tambang
terbuka dan tambang bawah tanah. Sistem dan metode ini
dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi:

1. Area penambangan.

2. Tempat penimbunan batuan samping dan/ atau tanah/
batuan penutup.

3. Tempat penimbunan tanah zona pengakaran.

4. Tempat penimbunan komoditas tambang.

5. Jalan tambang dan/ atau jalan angkut.

6. Instalasi dan fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian.

7

8

9

Fasilitas penunjang.
Kantor dan perumahan.
Pelabuhan khusus/ dermaga.
10. Lahan penimbunan dan/ atau pengendapan tailing.

Penyusunan rencana reklamasi dibagi menjadi beberapa
tahap, yakni rencana reklamasi tahap ekplorasi, rencana
reklamasi tahap operasi produksi, dan penyusunan rencana
pascatambang. Pada tahap eksplorasi, pemegang IUP
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eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib menyusun rencana

reklamasi sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi

dengan rincian tahunan, meliputi:

1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan eksplorasi.

2. Rencana pembukaan lahan kegiatan eksplorasi yang
menyebabkan lahan terganggu.

3. Program reklamasi tahap eksplorasi.

4. Kriteria keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi meliputi
standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi,
dan penyelesaian akhir.

5. Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi.

Sementara itu, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplo-
rasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi
untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan. Dalam
hal umur tambang kurang dari 5 tahun, rencana reklamasi
tahap operasi produksi disusun sesuai dengan umur tambang.
Rencana reklamasi tahap operasi meliputi:

1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap
Operasi Produksi;.

2. Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap operasi
produksi yang menyebabkan lahan terganggu.

3. Program reklamasi tahap operasi produksi.

4. Kriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi
meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, reve-
getasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir.

5. Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi.

Program Reklamasi tahap operasi produksi dapat
dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/ atau peruntukan
lainnya, seperti area permukiman, pariwisata, sumber air, dan

28 e FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

area pembudidayaan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangan secara
teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib
dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi
stabilisasi lereng, pengamanan lubang bekas tambang (void),
pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air
dalam lubang bekas tambang (void) sesuai dengan perun-
tukannya, dan pemeliharaan lubang bekas tambang (void).

Rencana biaya Reklamasi tahap operasi produksi dihitung
berdasarkan biaya langsung (terdiri atas biaya penatagunaan
laban, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam
tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan pascatambang,
atau pemanfaatan lubang bekas tambang/ void), dan biaya
tidak langsung (terdiri atas biaya mobilisasi dan demobilisasi
alat, perencanaan reklamasi, administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi tahap operasi
produksi, dan supervisi).

Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi harus
menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi tahap operasi
produksi termasuk pelaksanaan reklamasi tahap operasi
produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penentuan biaya
reklamasi tahap operasi produksi pada periode 5 tahun per-
tama dihitung berdasarkan rencana reklamasi tahap operasi
produksi seluas lahan yang dibuka pada periode 5 tahun
pertama untuk kegiatan operasi produksi.

Di samping itu, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK
eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap
operasi produksi bersamaan dengan pengajuan permoho-
nan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi kepada
menteri melalui direktur jenderal, gubernur, atau bupati/
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walikota sesuai dengan kewenangannya yang disusun sesuai
dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi tahap
operasi produksi. Apabila kegiatan reklamasi tahap operasi
produksi berada di laut maka rencana reklamasi tahap operasi
produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan
memuat kegiatan yang meliputi: pengelolaan kualitas air laut,
penanggulangan terhadap abrasi dan/ atau pendangkalan
pantai, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK
operasi produksi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap
operasi produksi periode 5 tahun berikutnya kepada menteri
melalui direktur jenderal, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai
dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat
45 hari kalender sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi
tahap operasi produksi periode 5 tahun sebelumnya.

C. Jaminan Reklamasi

Pasal 39 Ayat (2) UU Minerba menegaskan IUP operasi
produksi wajib memuat ketentuan salah satunya tentang
dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Hal yang tidak
jauh berbeda juga berlaku pada IUPK operasi produksi, yakni
memuat tentang lingkungan hidup (termasuk reklamasi dan
pascatambang), serta dana jaminan reklamasi dan jaminan
pascatambang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 100 (1) UU
Minerba, bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan
dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Pada tanggal 20 Desember 2010, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pascatambang. Peraturan pemerintah ini merupakan
pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan reklamasi dan pasca
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tambang dalam UU Minerba. Berkaitan dengan reklamasi, ada
beberapa hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, yakni
prinsip reklamasi, tata laksana reklamasi, persetujuan rencana
reklamasi, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi,
reklamasi bagi pemegang IPR, penyerahan lahan reklamasi,
serta sanksi administratif dalam pelaksanaan reklamasi.

Pada tanggal 28 Februari 2014, Kementerian ESDM
Republik Indonesia mengeluarkan aturan yang lebih teknis lagi
sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini,
yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 Angka
16 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan
jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang
izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.
Jaminan reklamasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni
jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan jaminan reklamasi
tahap operasi produksi

Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi waijib
menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai
dengan penetapan besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi
oleh direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Jaminan ini
ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan
biaya reklamasi tahap eksplorasi dan dimuat dalam rencana
kerja dan anggaran biaya eksplorasi, dan penempatan ini
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender
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sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi di-
setujui oleh direktur jenderal atas nama menteri, gubernur,
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan reklamasi tahap eksplorasi berupa deposito
berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di
Indonesia atas nama direktur jenderal, gubernur, atau bupati/
walikota qq pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi
yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai
dengan jadwal reklamasi tahap eksplorasi. Jaminan reklamasi
tahap eksplorasi ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah
atau dolar Amerika Serikat.

Direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat me-
merintahkan pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi
untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi
apabila terjadi perubahan atas rencana eksplorasi atau
biaya pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi tidak sesuai
dengan rencana reklamasi tahap eksplorasi. Penempatan
jaminan reklamasi tahap eksplorasi tidak menghilangkan
kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi
untuk melaksanakan reklamasi. Dalam praktik, hal ini yang
terkadang menjadi kesalahpahaman, bahwa sebagian besar
pemegang izin beranggapan jaminan reklamasi yang sudah
disetor otomatis menihilkan kewajibannya pihaknya dalam
melakukan reklamasi. Padahal, sekali lagi, jaminan rekla-
masi tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin dalam
melakukan kegiatan reklaamsi. Bahkan, kekurangan biaya
untuk menyelesaikan reklamasi tahap eksplorasi dari jaminan
yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab
pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi.
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Selanjutnya, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK
operasi produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap
operasi produksi sesuai dengan penetapan besaran jaminan
reklamasi tahap operasi produksi oleh direktur jenderal atas
nama menteri, gubernur, atau bupatifwalikota sesuai dengan
kewenangannya. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi
untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya
untuk jangka waktu 5 tahun. Apabila umur tambang kurang
dari 5 tahun, jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditem-
patkan sesuai dengan umur tambang, misalnya 3 tahun maka
ditempatkan selama 3 tahun.

Selanjutnya, jaminan reklamasi tahap operasi produksi
untuk periode 5 tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruh-
nya untuk jangka waktu 5 tahun atau setiap tahun yang dimuat
dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi
tahunan. Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi pro-
duksi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
kalender sejak rencana reklamasi tahap operasi produksi
disetujui oleh direktur jenderal atas nama menteri, gubernur,
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Penem-
patan jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode
tahun berikutnya dilakukan dalam jangka waktu paling lam
bat 14 hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan.

Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi pro-
duksi wajib mengajukan bentuk jaminan reklamasi tahap
operasi produksi kepada menteri melalui direktur jenderal,
gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya,
ditempatkan dalam mata uang rupiah atau dolar Amerika
Serikat, dapat berupa:

1. Rekening bersama ditempatkan pada bank Pemerintah
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di Indonesia atas nama direktur jenderal, gubernur, atau
bupati/walikota dan pemegang IUP operasi produksi atau
IUPK operasi produksi.

2. Deposito berjangka ditempatkan pada bank pemerintah
di Indonesia atas nama direktur jenderal, gubernur atau
bupati/walikota qq pemegang IUP operasi produksi atau
IUPK operasi produksi yang bersangkutan dengan jangka
waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap
operasi produksi.

3. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah di
Indonesia atau bank swasta nasional di Indonesia dengan
jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi
tahap operasi produksi.

4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat
ditempatkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK operasi produksi tersebut memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah
menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat
puluh persen) dari total saham yang dimiliki.

b. Mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari
US$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika
Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya yang
disahkan oleh notaris.

Direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan
bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang
ditempatkan oleh pemegang IUP operasi produksi atau
IUPK operasi produksi. Apabila jaminan reklamasi tahap
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operasi produksi dalam bentuk bank garansi telah habis
masa berlakunya, pemegang IUP operasi produksi atau IUPK
operasi produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan
sebelum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh
direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi
produksi yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk
cadangan akuntansi (accounting reserve) yang telah me-
menuhi persyaratan wajib menyampaikan surat pernyataan
penempatan jaminan reklamasi yang disahkan oleh notaris
kepada menteri melalui direktur jenderal, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Surat ini
harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit oleh akuntan publik.

Direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat meme-
rintahkan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi
produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap
operasi produksi apabila terjadi perubahan atas rencana rekla-
masi tahap operasi produksi atau biaya pelaksanaan kegiatan
reklamasi tahap operasi produksi tidak sesuai dengan rencana
reklamasi tahap operasi produksi.

Direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat meme-
rintahkan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi
produksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap
operasi produksi berdasarkan pertimbangan kinerja pemegang
IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi dan/ atau
kemampuan keuangan pemegang IUP operasi produksi dan
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IUPK operasi produksi.

Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi
dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap
operasi produksi kepada menteri melalui direktur jenderal,
gubernur, atau bupatifwalikota sesuai dengan kewenangannya.
Direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan per-
setujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi
produksi berdasarkan pertimbangan, yakni kinerja pemegang
IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi dan/ atau
kemampuan keuangan pemegang IUP operasi produksi dan
IUPK operasi produksi.

Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi
tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP operasi
produksi dan IUPK operasi produksi untuk melaksanakan rek-
lamasi tahap operasi produksi. Bahkan, kekurangan biaya
untuk menyelesaikan reklamasi tahap operasi produksi dari
jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab
pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi.
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IMPLEMENTASI REKLAMASI

A. Pelaksanaan Reklamasi, Pelaporan dan Pencairan

Jaminan Reklamasi
1. Pelaksanaan Reklamasi

Permasalahan industri pertambangan yang paling pelik
adalah persoalan dampak kegiatan pertambangan yang timbul
terhadap lingkungan. Bukan hanya menyebabkan terjadi
kerusakan lingkungan secara fisik, dampak buruk industri
pertambangan batubara juga melanggar Hak Asasi Manusia
(HAM) dan keadilan sosial (social justice), ketimpangan dan
kemiskinan (welfare and equality), serta masalah tenaga
kerja (labor exploitation). Untuk itulah, perusahaan tambang
batubara harus segara merencanakan bentuk kegiatan pasca
tambang dalam rangka merelokasi ulang hal-hal yang sifatnya
sosial kemasyarakatan. Singkatnya, industri ini seakan menam-
pakkan “dua wajah”, satu wajah menampakkan kemakmuran
dan disisi yang lain menampakkan citra buruk akibat yang
ditimbulkan pada industri pertambangan batubara (Prayogo,
2008). Oleh sebab itu, berbagai regulasi dimunculkan oleh
pemerintah untuk melakukan kegiatan yang meminimalkan
potensi terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, yang pada
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akhirnya melahirkan konsep reklamasi.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi
dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Permen Pelaksanaan Reklamasi) menen-
tukan, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan,
dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi pe-
nyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang. Berdasarkan
ketentuan tersebut, dipahami bahwa salah satu dari tahapan-
tahapan kegiatan pertambangan adalah adanya pelaksanaan
reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan oleh pemegang
izin usaha pertambangan.

Definisi dari reklamasi dirumuskan dalam Pasal 1 angka
1 Permen Pelaksanaan Reklamasi yang menentukan, bahwa
reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan
memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaan
reklamasi oleh pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi
wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan pertambangan serta keselamatan dan kesehatan
kerja. Selain itu, pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP
operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib memenuhi
beberapa prinsip, yaitu: (1) perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan; (2) keselamatan dan
kesehatan kerja; dan (3) konservasi mineral dan batubara.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
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pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
diwajibkan bagi pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi
untuk diintegrasikan ke dalam rencana kegiatan eksplorasi
dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertam-
bangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip
konservasi mineral dan batubara wajib diintegrasikan oleh
pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi
dalam bentuk perencanaan penambangan yang disusun dalam
laporan hasil studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permen Pelaksanaan Rek-
lamasi ditentukan, bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK
Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi waijib
menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan
Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instan-
si yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan ini, dipahami
bahwa pelaksanaan reklamasi merupakan kegiatan yang
tidak dapat dikesampingkan oleh pengusaha pertambangan.
Bahkan reklamasi secara tidak langsung menjadi prasyarat
untuk dilakukannya kegiatan pertambangan. Kemudian,
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permen Pelaksanaan Rekla-
masi telah ditetapkan, bahwa rencana Reklamasi tahap
Eksplorasi selain diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip
sebagaimana tersebut di atas, juga harus mempertimbangkan
metode Eksplorasi, kondisi spesifik wilayah setempat, dan
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi ke-

giatan pemetaan geologi, pemercontohan dengan jarak lebar,

pembuatan paritan dan pengeboran.

Selanjutnya, Pasal 6 Permen Pelaksanaan Reklamasi
menentukan, bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK
Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan
wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
dan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Lingkungan
Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang harus
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

a. sistem dan metode penambangan berdasarkan hasil studi
kelayakan yang meliputi tambang terbuka dan tambang
bawah tanah.

b. kondisi spesifik wilayah setempat yang meliputi status
lahan, bentuk ekosistem, kondisi keanekaragaman hayati
dan kondisi sosial dan budaya.

c. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang
berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang.

Dalam hal penyusunan rencana reklamasi tahap eksplorasi,
pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun
rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana sesuai
dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian
tahunan yang meliputi: (1) tata guna lahan sebelum dan
sesudah kegiatan Eksplorasi; (2) rencana pembukaan lahan
kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu; (3)
program Reklamasi tahap Eksplorasi; (4) kriteria keberhasilan
Reklamasi tahap Eksplorasi meliputi standar keberhasilan
penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir;
dan (5) rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi. Rencana

40 < FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

reklamasi tahap eksplorasi tersebut wajib disampaikan oleh

pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai

dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45

(empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan

Eksplorasi. Sementara itu, rencana reklamasi tahap operasi

produksi wajib disusun oleh pemegang IUP eksplorasi dan IUPK

eksplorasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian
tahunan yang dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau
peruntukan lainnya yang meliputi: (1) tata guna lahan sebelum
dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi; (2) rencana
pembukaan lahan untuk kegiatan tahap Operasi Produksi yang
menyebabkan lahan terganggu; (3) program Reklamasi tahap

Operasi Produksi; (3) kriteria keberhasilan Reklamasi tahap

Operasi Produksi meliputi standar keberhasilan penatagunaan

lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan

(5) rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi. Selain

itu, dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangan secara

teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib
dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi:

a. stabilisasi lereng;

b. pengamanan lubang bekas tambang (void);

c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan
air dalam lubang bekas tambang (void) sesuai dengan
peruntukannya; dan

d. pemeliharaan lubang bekas tambang (void).

Sehubungan dengan itu, Pasal 13 Permen Pelaksanaan
Reklamasi menentukan, bahwa pemegang IUP eksplorasi dan
IUPK eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap
operasi produksi bersamaan dengan pengajuan permohonan

FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA « 41



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, ketentuan Pasal
15 Permen Pelaksanaan Reklamasi menentukan, bahwa pe-
megang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib
menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi
periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat
45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya
pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi periode 5 (lima)
tahun sebelumnya.

Setelah rencana reklamasi tahap eksplorasi dan rencana
reklamasi tahap operasi produksi diajukan, maka rencana
reklamasi tersebut akan dinilai untuk selanjutnya disetujui
atau tidak disetujui. Dalam hal penilaian dan persetujuan
rencana reklamasi tahap eksplorasi dilakukan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana
reklamasi tahap eksplorasi. Apabila rencana Reklamasi tahap
Eksplorasi dinilai belum sempurna, maka Direktur Jenderal
atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi
tahap eksplorasi kepada pemegang IUP eksplorasi atau IUPK
eksplorasi untuk disempurnakan. Kemudian, pemegang IUP
ekplorasi atau IUPK eksplorasi wajib menyampaikan kembali
rencana reklamasi tahap eksplorasi yang telah disempurnakan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dalam
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jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
tanggal pengembalian rencana reklamasi tahap eksplorasi.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterimanya rencana reklamasi tahap eksplorasi atau
penyempurnaan rencana reklamasi tahap eksplorasi, direktur
jenderal atas nama menteri, gubernur, atau bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran pe-
nyempurnaan atau persetujuan, maka rencana reklamasi
tahap eksplorasi yang disampaikan dianggap disetujui.
Sementara itu, dalam hal penilaian dan persetujuan
rencana reklamasi tahap operasi produksi, dilakukan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP operasi
produksi atau IUPK operasi produksi diterbitkan. Jangka waktu
tersebut tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk
penyempurnaan rencana reklamasi tahap operasi produksi.
Dalam hal rencana Reklamasi tahap operasi produksi belum
sempurna, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri,
gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya
mengembalikan rencana reklamasi tahap operasi produksi
yang telah diajukan kepada pemegang IUP operasi produksi
atau IUPK operasi produksi untuk selanjutnya disempurnakan.
Kemudian, pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi
produksi wajib menyampaikan kembali rencana reklamasi tahap
operasi produksi yang telah disempurnakan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian
rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi. Apabila dalam
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jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP operasi
produksi atau IUPK operasi produksi diterbitkan atau sejak
diterimanya penyempurnaan rencana reklamasi tahap operasi
produksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur,
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya tidak
memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka
rencana reklamasi tahap operasi produksi yang disampaikan
dianggap disetujui.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Permen Pelaksanaan
Reklamasi yang menentukan, bahwa usulan rencana reklamasi
tahap eksplorasi dan rencana reklamasi tahap operasi produksi
yang telah disetujui sebagaimana dalam uraian tersebut di atas,
wajib untuk dilaksanakan oleh pemegang IUP eksplorasi, IUP
operasi produksi, IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi.

Sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi tahap
eksplorasi, ketentuan Pasal 42 ayat (1) Permen Pelaksanaan
Reklamasi menentukan, bahwa pemegang IUP eksplorasi
dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi tahap
eksplorasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dan Pasal 20 pada lahan terganggu akibat kegiatan
eksplorasi. Adapun lahan terganggu meliputi lahan bekas
kegiatan Eksplorasi yang tidak digunakan lagi, baik lahan
bekas eksplorasi yang meliputi lubang pengeboran, sumur
uji, dan parit uji, maupun lahan bekas fasilitas penunjang
Eksplorasi yang meliputi akses jalan eksplorasi, base camp,
helipad, dan/atau workshop yang tidak digunakan lagi. Dalam
hal pelaksanaan Reklamasi tahap eksplorasi wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan reklamasi tahap
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operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK
operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap operasi
produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi
produksi yang meliputi lahan bekas tambang dengan sistem
tambang bawah tanah antara lain: shaft, raise, stope, ad it,
decline, pit, tunnel, dan/ atau 7inal void, dan lahan di luar bekas
tambang yang tidak digunakan lagi dengan sistem tambang
terbuka antara lain: tempat penimbunan batuan samping
dan/atau tanah/ batuan penutup, tempat penimbunan tanah
zona pengakaran, tempat penimbunan komoditas tambang,
jalan tambang danjataujalan angkut, instalasi dan fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, kantor
dan perumahan, pelabuhan khusus/dermaga, dan/atau lahan
penimbunan dan/atau pengendapan tailing. Sehubungan
dengan pelaksanaannya, pelaksanaan reklamasi tahap operasi
produksi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu.
Dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu dan pada
wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan
penambangan kembali, pemegang IUP operasi produksi dan
IUPK operasi produksi wajib melakukan kegiatan reklamasi
tahap operasi produksi dalam rangka pengendalian kualitas
air permukaan, erosi dan sedimentasi.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Permen
Pelaksanaan Reklamasi menentukan, bahwa dalam hal area
yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan
penambangan, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK
operasi produksi wajib menyampaikan rencana kegiatan
pertambangan untuk mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota

FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA o 45



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut dalam ayat (2)
ditentukan, bahwa rencana kegiatan pertambangan wajib
memperhitungkan nilai keekonomian reklamasi yang telah
dilaksanakan.

2. Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan
Reklamasi

a.

46

Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan Rekla-
masi Tahap Eksplorasi

Pasal 46 ayat (1) Permen Pelaksanaan Reklamasi
menentukan, bahwa pemegang IUP eksplorasi dan
IUPK eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelak-
sanaan reklamasi tahap eksplorasi setiap 1 (satu)
tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,
gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewe-
nangannya. Lebih lanjut, di dalam ayat (2) dan (3)
ditentukan, bahwa laporan pelaksanaan reklamasi
tahap eksplorasi disertai dengan permohonan pen-
cairan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi dan sesuai
dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Reklamasi Tahap Eksplorasi.

Sehubungan dengan pencairan jaminan reklamasi
pada tahap eksplorasi, bahwa Direktur Jenderal atas
nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan
pencairan jaminan reklamasi tahap Eksplorasi dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ka-
lender setelah diterimanya laporan. Namun demi-
kian, sebelum pemberian persetujuan pencairan
jaminan reklamasi dilakukan, maka Direktur Jenderal
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atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan
evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi
tahap eksplorasi dengan berpedoman pada Kriteria
Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi dan mela-
kukan penilaian untuk pencairan jaminan reklamasi
tahap eksplorasi. Selanjutnya, pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi hanya dapat dilakukan
setelah hasil penilaian mencapai nilai 100 % ( seratus
persen) sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi
Tahap Eksplorasi.

Selain itu, Pasal 49 ayat (1) Permen Pelaksanaan
Reklamasi menentukan, bahwa Direktur Jenderal atas
nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian
pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dapat
melakukan peninjauan lapangan setelah dilakukannya
penyusunan dokumen Studi Kelayakan selesai. Hasil
peninjauan lapangan tersebut harus dibuat dalam
Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan
Reklamasi Tahap Eksplorasi.

b. Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan Rekla-
masi Tahap Operasi Produksi
Pada tahap operasi produksi, laporan pelaksanaan
kegiatan reklamasi tahap operasi produksi wajib
disampaikan oleh pemegang IUP operasi produksi
dan IUPK operasi produksi setiap 1 (satu) tahun
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur,
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.
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Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi tahap operasi
produksi tersebut disertai dengan permohonan pen-
cairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi
produksi yang disusun sesuai dengan Pedoman Pe-
nyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap
Operasi Produksi.

Sehubungan dengan pencairan jaminan reklamasi
diatur dalam ketentuan Pasal 51 Permen Pelaksanaan
Reklamasi yang menentukan, bahwa Direktur Jen-
deral atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan
persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Rek-
lamasi tahap operasi produksi dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
diterimanya laporan. Namun demikian, sebelum mem-
berikan persetujuan pencairan atau pelepasan Ja-
minan Reklamasi tahap operasi produksi, Direktur
Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya wajib me-
lakukan: pertama, evaluasi terhadap laporan pelak-
sanaan reklamasi tahap operasi produksi. Evaluasi
tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada
Kriteria keberhasilan Reklamasi Tahap Operasi Pro-
duksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Permen Pelaksanaan Reklamasi ditentukan, bahwa
permohonan pencairan jaminan reklamasi tahap operasi
produksi dilakukan terhadap jaminan reklamasi tahap
operasi produksi dalam bentuk Rekening Bersama
dan Deposito Berjangka berikut bunganya. Lebih
lanjut, dalam ayat (2) ditentukan, bahwa permohonan
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pelepasan jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi
dilakukan terhadap jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi dalam bentuk Bank Garansi dan Cadangan
Akuntansi (Accounting Reserve). Kedua, melakukan
penilaian untuk pencairan atau pelepasan jaminan
reklamasi tahap operasi produksi, di mana penilaian
penentuan besaran pencairan atau pelepasan jaminan
reklamasinya ditentukan berdasarkan:

1) paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran
jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila
telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang
terdiri atas:

a) penataan permukaan tanah dan penimbunan
kembali lahan bekas tambang;
b) penyebaran tanah zona pengakaran;
c) pengendalian erosi dan pengelolaan air.
sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dite-
tapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
yang telah disetujui;

2) paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari
besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi
apabila telah selesai melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pekerjaan
revegetasi yang terdiri atas:

a) penanaman tanaman penutup (cover crop),

b) penanaman tanaman cepat tumbuh;

C) penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau

d) pengendalian air asam tambang, sebagaimana
ditetapkan dalam rencana reklamasi tahap
operasi produksi yang disetujui.
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B.

3) 100% (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi
tahap operasi produksi setelah kegiatan reklamasi
tahap operasi produksi memenuhi penyelesaian akhir,
sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap
Operasi Produksi.

Selain itu, dalam Pasal 54 Permen Pelaksanaan
Reklamasi menentukan, bahwa Direktur Jenderal atas
nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pen-
cairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi
produksi wajib melakukan peninjauan lapangan yang
dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap
operasi produksi, di mana hasil peninjauan lapangan
tersebut harus dibuat dalam berita acara yang memuat
penilaian keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi.

Sehubungan dengan itu, dalam hal penilaian keber-
hasilan reklamasi tahap operasi produksi belum mencapai
100% (seratus persen), maka besaran nilai pencairan
atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi
disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan. Besaran
sisa jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang belum
dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali
sebagai jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Penyerahan Lahan Reklamasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Permen Pelaksanaan

Reklamasi ditentukan, bahwa pemegang IUP operasi produksi
atau IUPK operasi produksi yang telah melakukan reklamasi
tahap operasi produksi wajib menyerahkan lahan yang
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telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur

Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota

sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:

1. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi
Mineral dan Batubara; dan

2. penilaian keberhasilan reklamasi 100% (seratus persen).

Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi
produksi sebelum menyerahkan lahan kepada pihak yang
berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan
persetujuan penyerahan lahan reklamasi. Penyerahan lahan
tersebut merupakan bagian dari rencana Pascatambang atas
WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.

Selain itu, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur,
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan per-
setujuan penyerahan laban yang telah direklamasi yang
dituangkan dalam bentuk berita acara yang diberikan dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dite-
rimanya permohonan penyerahan lahan Reklamasi. Tanggung
jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah
direklamasi oleh pemegang IUP operasi produksi dan IUPK
operasi produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal
atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan
lahan yang telah direklamasi.
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I-BABS-b

PROBLEMATIKA REKLAMASI TIMAH
DI PULAU BELITUNG

A. Implementasi Reklamasi Timah di Pulau Belitung
1. Pertambangan Timah dalam Bingkai Historis

Pertambangan di wilayah nusantara telah berlangsung
lama, diperkirakan dimulai ratusan silam (Rosadi, 2012: 27),
termasuk pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang merupakan sumber utama dalam kegiatan
ekonomi masyarakat. Kandungan timah di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tidak diragukan lagi. Menurut Rusli Rahman,
bahwa salah satunya dikarenakan daerah ini masuk dalam
jalur orogenese, sebuah daerah lintasan timah terjaya di dunia
(Rahman, 2011: 17). Oleh karena itu, menjadi wajar jika
kegiatan penambangan timah di Indonesia telah berlangsung
lebih dari 200 tahun, di mana wilayahnya termasuk meliputi
Pulau Belitung yang penambangannya sudah dimulai sejak
tahun 1852 (Sutedi, 2011: 179).

Secara historis, dengan jangka waktu penambangan
timah yang terjadi di Pulau Belitung yang telah dimulai dari
ratusan tahun silam telah memunculkan berbagai dinamika
dalam regulasi penguasaannya, baik pada saat penundukan
Indonesia oleh VOC, Kolonial Inggris, Belanda maupun
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Jepang. Pada saat VOC, terdapat semacam perjanjian yang
dibuat antara sultan dan VOC terkait pengelolaan timah.
Perjanjian tersebut menjadi dasar yuridis dalam mengatur
dan mengelolapertambangan timah. Kemudian, hal ini ber-
lanjut pada saat penundukan Indonesia oleh pemerintah
kolonial Inggris yang sempat beberapa tahun mengambil alih
Pulau Bangka dan Pulau Belitung dari tangan VOC. Melihat
pentingnya penguasaan timah, pada saat penundukan Belanda
dan Jepang di Indonesia, sektor pertambangan timah juga
menjadi prioritas untuk dilakukan ekploitasi. Oleh sebab itu,
dimunculkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan pertambangan timah.

Apabila melihat dari sisi penerimaan (Income) untuk pe-
masukan ke kas negara, sektor pertambangan timah tentunya
telah “menyumbang” dalam jumlah yang tidak sedikit. Oleh
karena itu, seiring dengan era reformasi, pengaturan mengenai
pertambangan timah mengalami perkembangan dan dinamika
dalam hal pengaturannya. Namun pada sisi lain, kegiatan per-
tambangan timah yang telah berlangsung selama ratusan
tahun ini juga telah membawa dampak yang tidak kecil bagi
lingkungan sebagaimana yang disampaikan oleh Sutedi,
bahwa dampak kerusahakan ekosistem akibat penambangan
timah merupakan dampak lingkungan angka panjang, berupa
kolam bekas tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan
berkurangnya vegetasi (Sutedi, 2011: 192).

2. Pertambangan dan Kewajiban Reklamasi dalam
Perspektif Reklamasi
Menurut Jaringan Advokasi Tambang Indonesia, bahwa
kerusakan massif yang ditimbulkan oleh tambang baik
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penambangan terbuka maupun tertutup mewarisi dampak
lingkungan yang luar biasa (Jaringan Advokasi Tambang,
2009: 11). Degradasi lingkungan sebagai dampak pertam-
bangan merupakan bagian yang tidak dapat dihindari. Oleh
sebab itu, diperlukan suatu bentuk konsep pengelolaan
pertambangan yang dapat meminimalkan potensi degradasi
lingkungan tersebut. Menurut Suryartono, bahwa pengelolaan
pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)
perlu terus dikaji dan dikembangkan pada kegiatan usaha
pertambangan masa kini (Suyartono dkk, 2003: 7).

Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa pengaturan me-
ngenai pengelolaan kegiatan pertambangan telah dimulai
sejak zaman Hindia Belanda. Salah satu aturan hukum
secara legal formal terdapat dalamIndischeMijnwet 1899yang
melegalisasi wewenang pemerintah Hindia Belanda untuk
memberikan konsesi pertambangan di wilayah Hindia Belanda
menggantikan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh
para sultan dan raja pada masa itu. Hanya sultan dan raja yang
mau “bekerjasama” dengan pemerintah Hindia Belanda yang
masih tetap mendapatkan bagian dari kegiatan pertambangan
(Simamora, 2000: 21). Peraturan tersebut bahkan digunakan
pada saat beberapa tahun setelah Indonesia merdeka.
Peraturan yang dibuat pada zaman Hindia Belanda tersebut
resmi dinyatakan tidak berlaku pada saat dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37
Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Sudrajat, 2013: 52-53). Pentingnya
sektor pertambangan dalam menopang perekonomian
Indonesia, telah mendorong pemerintah mengeluarkan
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pokok Pertambangan).
UU Pokok Pertambangan merupakan salah satu produk
hukum yang bertahan cukup lama sebagai landasan yuridis
pengaturan pertambangan di Indonesia sebelum akhirnya
dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Mineral dan Barubara (UU Minerba) yang di
dalamnya termuat desakan untuk melakukan pertambangan
dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Minerba menentukan,
bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan peng-
usahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penam-
bangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pascatambang. Melalui Pasal 2
UU Minerba ditentukan pula bahwa pengelolaan kegiatan
pertambangan haruslah berasaskan: (1) manfaat, keadilan
dan keseimbangan; (2) keberpihakan kepada kepentingan
bangsa; (3) partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan
(4) keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui asas-
asas pengelolaan pertambangan tersebut, diharapkan akan
lahir konsep pertambangan yang greenminning.

Dalam UU Minerba, melalui Pasal 34 menentukan
bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 ke-
lompok pertambangan, vyaitu pertambangan mineral dan
pertambangan batubara, di mana setiap kegiatan pertam-
bangan harus dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Melalui izin-izin
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pertambangan tersebut, maka kegiatan pertambangan yang
dilakukan dilaksanakan dengan rencana pertambangan yang
komprehensif, mulai dari awal sampai dengan pascatambang.
Selanjutnya, melalui ketentuan Pasal 95 UU Minerba, ditentukan
bahwa pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus
dilaksanakan selama kegiatan pertambangan dilaksanakan,
yaitu: (1) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang
baik; (2) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi
Indonesia; (3) meningkatkan nilai tambah sumber daya
mineral dan/atau batubara; (4) melaksanakan pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan (5) mematuhi
batas toleransi daya dukung lingkungan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 96 UU Minerba menentukan
bahwa penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik,
pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan beberapa hal,
yaitu: (1) ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja per-
tambangan; (2) keselamatan operasi pertambangan; (3)
pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, ter-
masuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; (4) upaya kon-
servasi sumber daya mineral dan batubara; dan (5) pengelolaan
sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam
bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku
mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa
salah satu kewajiban yang dimiliki oleh pengusaha di bidang
pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi.
Pelaksanaan reklamasi dalam kegiatan pertambangan lebih
lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 99 UU Minerba yang
menentukan, bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK waijib
menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang
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pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi, di mana pelaksanaan reklamasi dan
kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan
lahan pascatambang.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 100 UU Minerba
ditentukan, bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib me-
nyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca-
tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana
jaminan reklamasi, apabila pemegang IUP atau IUPK tidak
melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan
rencana yang telah disetujui.

3. Reklamasi di Pulau Belitung: Antara Harapan dan

Kenyataan

Kelebihan dan kelemahan sektor pertambangan meru-
pakan isu pembicaraan yang tidak pernah usai. Kontribusi
sektor pertambangan dalam pemasukan keuangan negara
atau daerah, baik berupa APBN dan APBD merupakan hal yang
tidak terbantahkan sebagai salah satu kelebihan dari sektor
pertambangan. Namun disisi lain, degradasi lingkungan juga
menjadi salah satu kelemahan dari dilaksanakannya kegiatan
pertambangan. Sesuai dengan itu, Joseph F. Castrilli menya-
takan, bahwa dampak dari kegiatan pertambangan, dari kegia-
tan ekplorasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang
(mineclousure).Pada kegiatan eksplorasi, pertambangan dapat
mengakibatkan terjadi pembongkaran tanah, menumpuknya
sampah, terjadinya erosi di jalanraya pada saat dilakukan
penggalian, terganggunya habitat ikan pada saat panen,
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pencemaran/ polusi udara, dan parit mengandung asam. Pada
saat dilakukan kegiatan penambangan (in the mining and
milling phase), pertambangan dapat mengakibatkan hilangnya
habitat satwa liar dan ikan, berkurangnya debit air pada
masyarakat lokal, terjadi pengkisan (erosi) dan pengendapan
(sedimentasi) sungai dan danau, dan masih banyak lagi(Salim,
2012: 68). Sesuai dengan itu, menurut Misbakhul Munir
bahwa pengaruh pertambangan pada aspek lingkungan
terutama berasal dari tahapan ekstraksi dan pembuangan
limbah batuan, dan pengolahan bijih serta operasional pabrik
pengolahan. Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai
daya ubah lingkungan yang besar, sehingga memerlukan
perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai
pasca tambang. Pada saat membuka tambang, sudah harus
dipahami bagaimana menutup tambang. Rehabilitasi/ rekla-
masi tambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna
lahan pasca tambang (Munir, 2017: 12).

Selain degradasi lingkungan tersebut di atas, secara sosial
kemasyarakatan pun kegiatan pertambangan dilaksanakan
juga membawa pengaruh yang luar biasa. Tidak sedikit seng-
keta antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang
yang muncul seiring dengan dilaksanakannya kegiatan per-
tambangan. Menurut Salim, bahwa sektor pertambangan
seringkali menimbulkan sengketa, di antaranya sengketa
antara indigeneos people dengan perusahaan tambang, pen-
cemaran lingkungan, hak atas tanah, divestasi saham, progr-
am communitydevelopment, wilayah kontrak karya, dan
sengketa perburuhan (Salim, 2012: 215). Menurut Supramono,
bahwa pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya
lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-
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besarnya, di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial
dan lingkungan hidup (Supramono, 2012: 2-3). Oleh karena
itu, dengan berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya
kegiatan pertambangan, seharusnya kegiatan pertambangan
yang dilakukan haruslah dilaksanakan dengan melihat berbagai
aspek, baik dalam hal penerimaan bagi Negara atau daerah,
lingkungan maupun sosial kemasyarakatan.

Di Pulau Belitung, sebagian besar kegiatan pertambangan
timah dilakukan oleh PT. Timah (Persero) Tbk. Dalam kaitannya
dengan reklamasi lahan bekas tambang, PT. Timah (Persero)
Tbk., senantiasa melaksanakan salah satu kewajibannya untuk
melakukan kegiatan reklamasi di lahan bekas penambangan
timah yang telah dilaksanakannya. Akan tetapi, kegiatan
reklamasi yang dilaksanakan tersebut dinilai tidak dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi),
bahwa luas lahan yang ditargetkan untuk dilakukannya rek-
lamasi seluas 1.579,82 hektare, di mana luas lahan yang
berhasil diratakan 593,22 hektare atau 37,13 persen, dan
luas lahan yang terealisasi penanamannya 201,04 hektare
atau 12,58 persen dari yang ditargetkan. Secara matematis,
realisasi dari kegiatan reklamasi yang telah dilakukan masih
sangat jauh dari apa yang ditargetkan.

Observasi yang dilakukan di beberapa titik reklamasi milik
PT.Timah (Persero) Tbk, masing-masing di wilayah Kecamatan
Badau Kabupaten Belitung dan di Kecamatan Gantung Belitung
Timur, memperlihatkan bahwa hasil reklamasi di Pulau Belitung
belum bisa dikatakan berhasil. Sejumlah lokasi tampak masih
terbuka, belum dilakukan reklamasi sama sekali. Bahkan, ada
lahan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar, bukan karena
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sengaja ditanam sebagai bagian dari kegiatan reklamasi.Selain
itu, beberapa lahan yang sudah direklamasi juga masih terlihat
tandus, tanaman yang ditanam belum tumbuh sebagaimana
mestinya.

Sesuai yang tersebut di atas, data yang diterima dari PT
Timah (Persero) Tbk tentang reklamasi di Pulau Belitung juga
menunjukkan realisasi yang jauh dari rencana. Setiap tahun
tidak ada satu pun target yang berhasil dicapai, termasuk
belum ada reklamasi yang mencapai 50 persen, maksimal
hanya tercapai 25 persen ditahun 2016.

B. Problematika Reklamasi Timah di Pulau Belitung

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ditentukan, bahwa “lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang
dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya”. Hal ini berarti, bahwa di antara makhluk
hidup memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik yang saling
membutuhkan, mempengaruhi dan saling ketergantungan.
Menurut Sastrawijaya menyatakan, bahwa manusia mempengaruhi
lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia akan selalu
dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya (Sastrawijaya, 2000:
6). Salah satu hubungan timbal balik antara manusia dengan
lingkungannya terjadi pada sektor pertambangan.

Keberadaan pertambangan sangat diperlukan untuk
menunjang pembangunan nasional suatu negara. Agar
keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana,
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sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan
datang (Suprapto, 2011: 189). Sesuai dengan itu, menurut
I Nyoman Nurjaya, bahwa kekayaan sumber daya alam
Indonesia ini dipahami pemerintah sebagai modal penting
dalam penyelenggaran pembangunan nasional (Nyoman,
2002: 21). Sektor pertambangan dinilai sangat menjanjikan
keuntungan yang cukup besar bagi pendapatan negara dalam
bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sembiring, 2009:23).
Namun demikian, meskipun di lain sisi sektor pertambangan
memiliki keuntungan tersendiri berupa income, pada sisi
lainnya juga tidak dapat dinafikan jika sektor pertambangan
akan menyebabkan turunnya daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Dalam rangka mengembalikan kondisi lingkungan di
wilayah bekas pertambangan sehingga dapat memiliki fungsi
dan berdaya guna kembali, maka sangat dibutuhkan suatu
upaya nyata, baik berupa penutupan pertambangan maupun
dengan cara melakukan reklamasi terhadap lahan bekas
pertambangan tersebut.

Reklamasi merupakan suatu bentuk penerapan tanggung-
jawab dari suatu perusahaan pertambangan. Tanggungjawab
perusahaan dalam melakukan reklamasi terhadap lahan bekas
pertambangan melekat dengan kegiatan pertambangan itu
sendiri. Pertambangan yang baik, tentunya pertambangan
yang tidak hanya memfokuskan pada kegiatan eksploitasi
dan eksplorasi sumber daya daya alam semata, tetapi juga
memberikan prioritas terhadap pengembalian lahan pertam-
bangan kepada keadaan semula dalam bentuk reklamasi.

Reklamasi tambang pada dasarnya merupakan usaha
untuk memperbaiki kondisi lahan setelah aktivitas penam-
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bangan selesai. Artinya, bahwa reklamasi merupakan suatu
rangkaian kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan yang digunakan untuk menata, memulih-
kan dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem
daerah dimana dilakukannya pertambangan. Oleh karena itu,
kegagalan suatu perusahaan melaksanakan reklamasi dipas-
tikan akan mengakibatkan kondisi lingkungan mengalami
degradasi yang pada akhirnya dipastikan pula akan berimbas
pada terganggunya masyarakat, terutama bagi masyarakat
yang berada di sekitar kegiatan pertambangan. Terdapatnya
kecenderungan suatu perusahaan tambang yang tidak melak-
sanakan kewajibannya pasca tambang menjadi persoalan yang
sangat ditakutkan oleh masyarakat. Ketakutan masyarakat ini
juga terjadi dalam persoalan reklamasi akibat pelaksanaan
pertambangan timah yang terdapat di Pulau Bellitung.

Kegiatan pertambangan timah yang terjadi di Pulau
Belitung mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, se-
hingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak
tahap awal sampai pasca tambang. Pada saat membuka
eksploitasi dan eksplorasi tambang timah, sudah harus dipa-
hami bagaimana menutup tambang dan reklamasi yang
harus dilakukan sebagaimana rencana tata guna lahan pasca
tambang. Namun demikian, kegiatan pertambangan timah
yang dilakukan di Pulau Belitung ternyata tidak berkorelasi
langsung dengan kegiatan reklamasi yang optimal.

Sehubungan dengan itu, apabila menilik persoalan
tidak optimalnya kegiatan reklamasi terhadap lahan bekas
penambangan timah di Pulau Belitung, terdapat beberapa hal
yang menyebabkan munculnya persoalan reklamasi tambang
timah yang terjadi di Pulau Belitung, yaitu:
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1. Pengabaian Kewajiban

Jaminan reklamasi yang merupakan kewajiban di awal
dilakukannya kegiatan pertambangan timah dianggap oleh
perusahaan sebagai penebus bagi perusahaan penambang
timah untuk tidak melakukan tanggungjawab reklamasi.
Pemberian jaminan reklamasi oleh perusahaan penambang
timah dinilai sebagai suatu tindakan untuk menggugurkan
kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bagi perusahaan
penambang timah di Pulau Belitung. Secara yuridis, hal ini
bertentangan dengan amanat berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur permasalahan pertambangan,
mulai dari UUD RI Tahun 1945 yang telah mengamanatkan
pengelolaan sumber daya kekayaan alam haruslah didasarkan
pada prinsip keadilan demi tercapainya kesejahteraan bagi
seluruh rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Mineral dan Batu Bara yang telah mengamanatkan kewajiban
melaksanakan reklamasi, baik dalam bentuk perencanaan
maupun jaminan reklamasi yang menjadi syarat awal dan utama
ketika pengajuan izin pertambangan, Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
yang telah menggariskan secara tegas kewajiban reklamasi
dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konser-
vasi, bahkan melalui Peraturan Daerah.

2. Reklamasi yang Setengah Hati

Pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas tambang
timah di Pulau Belitung belum berjalan sesuai dengan target
yang telah direncanakan, dari 12.000 (dua belas ribu) hektar
luasan reklamasi yang direncanakan dari tahun 2015 sampai
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dengan tahun 2017, hanya sekitar 158 (seratus lima puluh
delapan) hektar yang telah dilakukan reklamasi. Terhadap lahan
reklamasi tersebut, terdapat persoalan yang perlu mendapat
penanganan dan perhatian. Tindak lanjut terhadap tanaman
yang ditanam di atas lahan reklamasi yang telah dilakukan
tidak diikuti dengan perawatan. Kewajiban reklamasi bagi
perusahaan seringkali dimaknai sebagai tindakan menanam
tanaman, tetapi tidak melakukan perawatan.

3. Konflik Lahan Bekas Tambang

Konflik lahan bekas dilakukannya kegiatan pertambangan
antara perusahaan pertambangan timah dengan masyarakat
merupakan persoalan yang seringkali muncul dalam pelak-
sanaan reklamasi. Pada dasarnya, setiap pengajuan usu-
lan kegiatan pertambangan berupa IUP dan IUPK telah me-
nentukan lama waktu izin pertambangan yang diberikan.
Ketika lahan pertambangan dilakukan diatas tanah hak milik
masyarakat, tentunya telah diatur berapa lama lahan mereka
dipinjamkan untuk kegiatan pertambangan, mulai dari kegiatan
penambangan sampai kagiatan reklamasi, karena pertam-
bangan sesungguhnya suatu kegiatan pertambangan adalah
kegiatan yang diawali dengan penambangan sampai dengan
pasca tambang (reklamasi). Namun ketika lahan pertam-
bangan tersebut dikuasai dan dimiliki masyarakat setelah
kegiatan pertambangan dilakukan, maka penguasaan ataupun
kepemilikan tanah oleh masyarakat dapat dibatalkan secara
hukum, sehingga lahan tersebut masih dalam penguasaan
perusahaan yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan
reklamasi terlebih dahulu.
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4. Persoalan Kemitraan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reklamasi menjadi
hal sangat penting. Hal ini karena dengan partisipasi tersebut,
kegiatan reklamasi diharapkan dapat berhasil. Dalam Black’s
Law Dictionary, merumuskan partisipasi sebagai “the act of
taking part in something, such as a partnership” (Campbelll,
2004: 1141). Kemudian pengertian kata partisipasi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal turut berperan
serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta.
Salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan
reklamasi dapat dilakukan dengan cara penerapan pola
kemitraan.

Pelaksanaan reklamasi dengan memanfaatkan pola ke-
mitraan telah dilakukan oleh PT Timah Tbk., belum mencapai
hasil sesuai harapan. Masyarakat dinilai oleh pengusaha
pertambangan timah tidak mau terlibat dalam reklamasi, karena
pemanfaatan lahan reklamasi secara finansial tidak dapat
menopang kehidupan mereka. Dukungan dana dinilai oleh
masyarakat sebagai suatu indikator yang harus diperhatikan,
karena pengolahan lahan bekas galian tambang berbeda
dengan pengolahan lahan pada umumnya sebagaimana yang
telah dilakukan oleh BUMDes Mitra Jaya Selinsing, dimana
mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk
pemupukan, penggemburan tanah, bahkan untuk melakukan
kajian tentang kondisi kandungan tanah, seperti tingkat
keasaman dan kadar mineral berat yang masih terkandung
pada lahan bekas tambang. Oleh sebab itu, perusahaan dinilai
perlu untuk menggandeng sejumlah BUMDes dengan suplay
biaya yang cukup dalam pelaksanaan reklamasi bekas tambang
timah yang terdapat di Pulau Belitung. Melibatkan masyarakat
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dalam kegiatan reklamasi ini merupakan salah satu wujud dari
pelaksanaan konsep partisipatif (Zilman, Lucas, Pring, 2002:
15).

5. Persoalan Tambang Illegal

Secara normatif, beban tanggungjawab dari suatu
reklamasi dapat dilihat dalam dokumen IUP dan IUPK yang
diberikan kepada suatu perusahaan, misalnya PT Timah Tbk.
Tidak dipungkiri, bahwa PT Timah Tbk., telah melakukan
reklamasi, akan tetapi tidak pula bisa ditampik jika reklamasi
yang dilakukan belum berjalan sesuai harapan karena
berbagai faktor penghambatnya, diantaranya lahan bekas
tambang yang direncanakan akan direklamasi ternyata
ditambang kembali oleh oknum masyarakat secara illegal.
Persepsi masyarakat yang masih mengganggap salah satu
mata pencarian yang diyakini mampu menghidupi dan
menafkahi keluarganya hanyalah dari sektor pertambangan
melatarbelakangi pernambangan secara illegal tersebut. Oleh
sebab itu, diperlukan suatu bentuk upaya serius yang mampu
untuk merubah mindset masyarakat tersebut. Penanaman
kesadaran hukum bagi masyarakat sekiranya juga harus
menjadi perhatian, baik dalam bentuk sosialisasi maupun
kegiatan-kegiatan pelatihan akan pekerjaan selain dari sektor
pertambangan. Selain permasalahan lahan yang direncanakan
akan direklamasi oleh pemegang IUP, problematika reklamasi
yang justru juga harus mendapat perhatian dalam skala
prioritas adalah bagi penambang swasta yang selama ini tidak
pernah melakukan reklamasi. Tindakan tegas dan nyata dari
pihak yang berwenang diharapkan mampu menjadi solusi agar
penambang swasta dapat melakukan reklamasi.
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6. Pengawasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Otonomi Daerah dinilai cukup membawa perubahan yang
signifikan dalam sektor pertambangan. Dalam undang-
undang tersebut diamanatkan, bahwa secara struktur
kewenangan pertambangan, termasuk pengawasan terhadap
reklamasi berada di bawah kendali pemerintah provinsi,
sementara Cabang Dinas ESDM di kabupaten hanya memiliki
kewenangan untuk mendampingi tim pengawas provinsi,
bahkan tidak jarang ketika pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas ESDM Provinsi, pihak Cabang Dinas di kabupaten tidak
mengetahuinya, padahal secara praktik Cabang Dinas lebih
mengetahui semua kegiatan pertambangan yang berada di
daerah. Apabila melihat kenyataan ini, maka menjadi wajar
dan dapat dipahami jika pengawasan terhadap kegiatan
reklamasi oleh perusahaan penambang tidak berjalan dengan
optimal. Permasalahan terpusatnya sistem pengawasan di
tingkat provinsi sementara ditingkat daerah dapat dikatakan
tidak terlibat, menjadi indikator yang sangat penting atas tidak
terlaksananya reklamasi dengan baik dan sesuai harapan.

68 < FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA



I-BABG-b

PENEGAKAN HUKUM INTEGRAL
TANGGUNG JAWAB REKLAMASI

Menurut Satjipto Rahadjo (dalam Putrajaya, 2005:49),
penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan
ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan
hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai
keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-
pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan
dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai
proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai
kepada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat
undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan
hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum
dijalankan. Definisi ini menunjukkan bahwa proses penegakan
hukum tidak sebatas hanya tindakan represif kepolisian
dalam menangkap pencuri misalnya, atau proses persidangan
pengadilan, namun penegakan hukum sudah dimulai dari
hulunya, yaitu saat dirumuskan atau diformulasikan.

Bicara penegakan hukum, seringkali terpaku pada
aspek undang-undang saja sehingga begitu normatif dan
kaku. Padahal penegak hukum itu manusia, sehingga sisi
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kemanusian seharusnya yang utama dan tidak hanya sebagai
corong undang-undang semata. L.M. Friedman (1975) pernah
menyatakan bahwa “The legal system is not a machine, it is
run by human beings, artinya prioritas utama dalam masalah
penegakan hukum bukan hukumnya itu sendiri, melainkan
pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, vyaitu
aparatur penegak hukum. Lord Sankey (dalam McLachlin,
2003:3) pernah menyatakan bahwa hukum bukan hanya harus
dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan (Justice must
not only be done but it must be seen to be done).

Penegakan hukum sebagai wujud law in action, maka
melihat efektivitas pelaksanaannya dimasyarakat sangat
penting. Menurut Soerjono Soekanto (1985:1), suatu perilaku
hukum dianggap efektif apabila sikap atau perilaku pihak lain
menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak
lain tersebut mematuhi hukum. Menurut Soerjono Soekanto
(2008: 117) ada 5 (lima) faktor yang penting diperhatikan
dalam penegakan hukum, yaitu Faktor hukum atau undang-
undang; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas;
Faktor masyarakat; dan Faktor kebudayaan.

Tanggungjawab reklamasi yang diatur dalam regulasi
pertambangan maupun lingkungan hidup, membutuhkan
upaya penegakan hukum yang serius agar dapat terlaksana
dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selama ini terlihat kewajiban reklamasi ini belum
dilaksanakan dengan maksimal akibat dari berbagai proble-
matika yang ada. Oleh karena dibutuhkan pendekatan pene-
gakan hukum disemua aspek yang mampu mendorong agar
kewajiban reklamasi ini hasilnya maksimal.

Hukum sebagai sebuah sistem, maka penegakannya pun
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sebagai sebuah sistem yang terdiri atas berbagai sub sistem
yang satu dengan yang lain saling terkait. Artinya antar sub
sistem hukum harus ada keterpaduan atau integral antara satu
dengan lain. Tidak bisa menegakan hukum dlakukan dengan
parsial atau sebagian-sebagian tetapi harus tertintegrasi.

Sistem penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief
(2011) harus dilihat secara integral, yakni merupakan satu
kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari
komponen “substansi hukum” (legal substance), "struktur
hukum”(legal structure), dan “budayahukum”(/egal culture).
Sama halnya dalam penegakan hukum tanggungjawab
reklamasi dibutuhkan pendekatan integral ketiganya. Dalam
konteks ini, dengan mengelaborasi ketiga sub komponen
sistem hukum, berdasarkan kajian studi pustaka, wawancara,
dan FGD dirumuskan tiga upaya strategis penegakan hukum
kewajiban reklamasi, yaitu memaksa regulasi agar dipatuhi,
kemudian merekayasa birokrasi untuk mengoptimalkan fung-
sinya dan terakhir mencoba untuk mencipta sebuah kesadaran
kolektif publik guna mendukung program-program pasca
tambang.

A. “Memaksa” Regulasi

Hukum sejatinya ada untuk mengatur kehidupan manusia
agar tertib, teratur dan saling menghargai satu dengan
lainnya. Keberadaan hukum penting untuk memastikan agar
keberagaman kepentingan manusia yang berbeda-beda dapat
diakomodir sedemikian rupa dan adil untuk semua. Namun
disaat ada yang tidak patuh dan memaksakan kehendaknya,
maka seperangkat sanksi sudah menunggu. Sama halnya
dengan kewajiban reklamasi yang diatur dalam berbagai
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regulasi tujuannya adalah untuk menjamin agar prinsip pem-

bangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat

terwujud dan ekspolitasi tambang tidak hanya menyisakan
degradasi lingkungan bagi masyarakat setempat dan
menikmati keuntungan. Oleh karenanya harua ada upaya

‘paksa’ baik secara preventif maupun represif yang dapat

mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk serius

dan melaksanakan kewajiban reklamasinya.

Kewajiban reklamasi tambang timah sudah diatur tinggal
bagaimana komitmen dari perusahaan tambang untuk melak-
sanakannya, disertai pengawasan secara berkelanjutan oleh
tim penilai y lintas sektor guna menjamin bahwa reklamasi
dilakukan dengan baik dan benar. Salahsatu problematika
kenapa regulasi belum dilaksanakan dengan baik, dikarenakan
sanksi administrasi yang lemah. Oleh karenanya perlu diper-
timbangkan untuk bentuk sanksi lain yang lebih berat untuk
dapat mendorong perusahaan mematuhinya. Persoalan urgen
lainnya adalah dibutuhkan kebijakan perihal reklamasi yang
diluar IUP atau tambang illegal yang dampak lingkungan
lebih besar dan berbahaya karena menambangnya secara
sporadis. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan
bagaimanapun pasca tambang tetap membutuhkan reklamasi
dan ini menjadi tanggungjawab negara.

Beberapa problematika perihal komponen substansi atau
regulasi ini, pendekatan kebijakan yang dapat dilakukan untuk
‘memaksa’ regulasi d antara lain, yaitu:

a. Lemahnya ancaman sanksi administrasi membutuhkan
kajian bentuk sanksi lain yang lebih efektif dan
menimbulkan efek jera

b. Adanya kajian dan kebijakan perihal reklamasi akibat

72 e« FH UBB |DWI HARYADI, DARWANCE & REKO DWI SALFUTRA



DINAMIKA TANGGUNGJAWAB REKLAMASI
PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG

illegal mining

Kebijakan dibidang tambang agar bersifat permanen dan
tidak mudah berubah dengan mempertimbangkan banyak
aspek, khususnya lingkungan.

Penegakan hukum UU No.32 /2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan
pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup, salah satunya terhadap
kegiatan pertambangan.

Melakukan penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan
yang ditelah diterbitkan oleh Bupati Belitung sebelum
kewenangannya dialihkan ke Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung. Penyesuaian dimaksud terkait mekanisme
persyaratan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemahaman terhadap Pedoman Pelaksanaan Reklamasi
dan Pasca Tambang serta pasca operasi : Keputusan
Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7
Mei 2018 yang Ruang Lingkupnya dimulai dari rencana
penyusunan Rencana Reklamasi, Pasca Tambang dan
Pasca Operasi;Penilaian dan Persetujuan; Jaminan
Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang;Pelaksanaan
Reklamasi, Pasca Tambang dan Pasca Operasi;Pelaporan
dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca
Tambang;Penyerahan Lahan Reklamasi; sampai Penye-
rahan Lahan Pasca Tambang dan Pasca Operasi.

“Merekayasa” Birokrasi
Setelah regulasi disosialisasikan, adanya pemahaman

perusahaan dan pada akhirnya menjalankan kewajiban
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reklamasi, berikutnya adalah bagaimana semua stakeholder
reklamasi untuk bersama melakukan tugas pokok dan fungsinya
dengan maksimal. Komitmen perusahaan yang selama ini
minim, pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah atau
pusat, harus dilakukan perubahan atau direkayasa sedemikian
rupa sehingga semua stakeholder peduli dan memiliki spirit
yang sama menuju greenmining.

Birokrasi atau sub komponen struktur hukum dalam
konteks ini studi ini adalah semua pihak yang terkait dengan
reklamasi seperti Perusahaan tambang plat merah PT Timah
maupun perusahaan swasti. Dibutuhkan komitmen kepedulian
lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi terhadap
aktivitas pertambangan timah yang sudah dilakukan dipulau
Belitung. Go Green jangan hanya menjadi jargon semata tapi
minim tindakan nyata. Harus libatkan partisikasi masyarakat
dan BUMDes setempat sebagai mitra dengan pola kerjasama
yang saling menguntungkan sehingga reklamasi menjadi
sektor ekonomi baru.

Sebagai contoh, mitra PT Timah yang terlibat dalam
reklamasi bekas tambang timah yaitu BUMDes Mitra Jaya
Selinsing. Apa yang dilakukan oleh BUMDes ini cukup berhasil
dan berkesinambungan meskipun beberapa kendala tetap
ada, seperti masih dibutuhkannya support pendanaan, sarana
prasana, dan kesulitan untuk melibatkan masyarakat lebih
banyak karena perkebunan dan pertanian dalam reklamasi
tidak dapat menghasilkan uang secara instan, tetapi butuh
waktu, tenaga dan ketekunan. reklamasi yang dilakukan oleh
BUMDes Mitra Jaya Selinsing dengan penananam komoditas
pertanian/perkebunan yang bersifat ekonomis. Lahan tandus
bekas tambang timah ditanami cabai, sayur mayur, dan jenis
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buah-buahan lainnya.

Kemudian bagi Dinas Lingkungan Hidup juga harus
maksimal dalam melakukan pengawasanterhadap perencanaan
dan implementasi reklamasi sesuai kewenangannya mengingat
lokasi tambang dan reklamasi ada diwilayah daerahnya
sendiri. Sementara untuk Cabang Dinas ESDM sendiri, per-
masalahan organisasi dan kewenangan harus diselesaikan
dan kedepan kewenangan harus diberikan kepada Cabang
dinas dikabupaten perihal reklamasi. Terhadap pihak provinsi
dan ESDM pusat sendiri juga harus melibatkan pemerintah
kabupaten dimana lokasi reklamasi berada dalam melakukan
penilaian reklamasi sehingga dapat dilakukan pengawasan
lintas sektor secara objektif. Jadi pada komponen struktur
hukum, kedepan sangat dibutuhkan komitmen pemegang
izin tambang, bermitra dengan masyarakat dimana reklamasi
dilakukan, menggunakan tanaman ekonomis sehingga menjadi
investasi dan sumber penghasilan bagi warga, serta delegasi
kewenangan provinsi ke kabupaten/kota mengingat luasnya
reklamasi yang harus dilakukan oleh pihak provinsi.

Berdasarkan berbagai persoalan di atas, pendekatan
kebijakan dilakukan dengan melakukan ‘rekayasa’ birokrasi
disemua lini stakeholder terkait, yaitu:

a. Penerapan secara tegas dan disiplin oleh Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait implementasi
Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pascatambang.

b. Peningkatan pelaksanaan tata tertib prosedural perijinan
yang telah dijalankan dengan baik mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Para pemegang IUP-E/IUPK Eksporasi yang mengajukan
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peningkatan ijin ke tahap operasi produksi, diwajibkan
mengajukan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca
tambang yang harus mendapatkan persetujuan Gubernur
serta penempatan Jaminan Reklamasi dan Rencana
Pascatambang secara dimuka dan sejumlah perhitungan
total sesuai dengan jumlah luas lahan yang akan
ditambang.

Penerapan penempatan jaminan reklamasi sesuai Ren-
cana Reklamasi (RR) dan jaminan pascatambang, baik
itu jaminan reklamasi tahap eksplorasi, maupun jaminan
reklamasi tahap operasi produksi.

Implementasi pelaksanaan pelaporan dan evaluasi
tahunan terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB),
Reklamasi, Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pematokan lahan sesuai ketentuan teknis peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan kegiatan inventarisasi, pembinaan dan eva-
luasi oleh Dinas Teknis terkait melalui Cabang Dinas ESDM
Belitung dan Belitung Timur terhadap kriteria kesesuaian
pelaksanaan eksplorasi dan operasi produksi yang ada di
wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
Memberikan teguran dan peringatan yang tegas terhadap
pemegang IUP yang tidak mematuhi / memenuhi segala
kewajibannya sampai kepada tahap rekomendasi dan/atau
pencabutan ijin, yang selama ini sudah mulai dilakukan
secara tertib dan bertahap kepada para pemegang IUP
oleh Dinas teknis terkait.

Sosialisasi dan penyamaan persepsi bahwa penempatan
Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi
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sebagaiamana diatur dalam Pasal 32 PP No. 78/22010.
Sosialisasi dan pemahaman Regulasi Lahan Akses
Terbuka (LAT) dari Aspek Lingkungan Hidup dan Aspek
Pertambangan.
Sosialisasi dan pemahaman kepada pihak desa tentang
UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan Penguatan
Pemerintahan Desa untuk mengelola sumberdaya alam
dan kelestarian lingkungan hidup, artinya memberikan
peranan pemerintah desa dan kelompok masyarakat
untuk salah satunya merehabilitasi dan/atau reklamasi
lahan terganggu yang ada di wilayah desa tersebut.
Sosialisasi dan penegakan hukum Peraturan Menteri LH
No.28 Tahun 2008 tentang Pencegahan Pencemaran dan/
atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat pertambangan
rakyat, bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah
dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan
pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat.
Penerapan pola kemitraan dalam tata kelola reklamasi
oleh perusahaan dengan melibatkan masyarakat setempat
yang berbasis sumber ekonomi seperti tanaman yang
bernilai ekonomis serta pembuatan tempat wisata baru

. Dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi ber-
dasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah terbentuk
Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus
disertai dengan pelimpahan kewenangan agar dapat
bekerja secara maksimal.
Ketersediaan sumber daya manusia dibidang teknis
pertambangan maupun administrasi serta kesiapan sarana
prasarana sesuai dengan luasan wilayah tambang timah
agar dapat maksimal terlibat dalam pengawan reklamasi
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diwilayahnya.

Pengawasan reklamasi harus lintas sektor, seperti pelibatan
stakeholder lingkungan hidup di level kabupaten/kota.
Pemanfaatan lahan eks tambang timah berupa kolong
(voids) menjadi sumber air baku (SPAM) dengan sumber
pembiayaan dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi/DAU/
CSR (seperti : SPAM Sijuk, SPAM Air Selumar, SPAM Kp.
Ilir-Bantan, SPAM Juru Seberang, SPAM/PDAM Air Serkuk,
dil.

Pembiayaan dari APBN Pusat ataupun DAK SDA untuk
setiap pedesaan harus menyediakan lahan eks tambang
berupa kolong untuk dijadikan Cadangan Sumber Air
Bersih dan Air Baku Pedesaan sebagai upaya penyediaan
Ketahanan Air di pedesaan, yang merupakan salah satu
program nasional (AMPL, WASPOLA dll).

Terbentuknya kelompok-kelompok mandiri peduli ling-
kungan yang dibina, konsultasi dan terkoordinasi dengan
Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan telah ditetapkannya Belitung sebagai salah satu
Daerah Destinasi Wisata Nasional, maka segala program
kegiatan pembangunan terhadap Lahan Eks Tambang
banyak dilakukan rancangan dan desain untuk dijadikan
sebagai tempat-tempat tujuan wisata baru (berupa :
pemanfaatan jasa lingkungan, budidaya, taman Kehati,
wisata alam, reforestry, wisata pemancingan, geowisata,
dil.

Negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah harus
tegas dan bijaksana untuk dapat menguasai lahan eks
tambang (IUP/IUPK) dan menjadikannya sebagai "Aset
Tanah Negara” dengan administrasi pemerintahan yang
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C.

jelas sebelum lahan tersebut diproyeksikan ke objek-objek
lainnya dalam hal peruntukkannya.

Reklamasi lahan eks tambang sudah banyak dilakukan
oleh individu atau masyarakat secara swakelola dengan
cara ditimbun dan pematangan lahan secara mekanis,
khususnya lahan-lahan eks tambang lama dan pada saat
ini berada di sekitar infrastruktur jalan.

Reklamasi lahan eks tambang yang dilakukan untuk
menjadi lahan perkebunan sawit, baik oleh individu /
masyarakat maupun pihak perusahaan perkebunan.
Reklamasi lahan eks tambang dengan cara penimbunan
dan penataan lahan, pemadatan tanah, penguatan
lereng, dan pekerjaan sipil, banyak sudah dilakukan oleh
perusahaan pengembang (Developer) perumahan (seperti
: Perumahan Biliton Regency, dll).

Labelisasi(/abeling) lahanekstambangdanlahanterganggu
akibat kegiatan lainnya sebagai bentuk pengamanan
lahan oleh pemerintah daerah, dengan pemasangan
tanda-tanda peringatan, papan pengumunan, papan
sosialisasi peraturan, dan bentuk pengamanan lahan
lainnya, dengan konten yang menginformasikan ke publik
bahwa lahan dimaksud merupakan “lahan milik negara,
lahan wajib reklamasi, lahan dibawah perlindungan
negara berdasarkan peraturan perundang-undanngan
yang berlaku”, dll

“Menciptakan” Kesadaran Kolektif
Adanya regulasi plus bekerjanya penegak hukum atau

birokrasi terkait reklamasi, akan menjadi sulit ketika kesadaran
untuk menjaga lingkungan atau spirit hijaunya rendah,
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baik perusahaan maupun masyarakat termasuk political will
pemerintah pusat dan daerah. Adanya kesadaran hukum
lingkungan menjadi sangat penting dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Menurut Haryadi (2009: 28)
kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun
pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki
kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki
hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan
lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai
meninggal dunia.

Kesadaran hukum lingkungan secara kolektif terkait
budaya/perilaku kesadaran hukum, baik itu masyarakat
maupun stakeholder itu sendiri. Tidak dapat berbuat
banyak apabila mayoritas masyarakat kita tidak peduli
dengan lingkungannya. Harus ada langkah strategis untuk
menumbuhkan green cultur pada level masyarakat maupun
korporasi tambang dan pemerintah pusat dan daerah itu
sendiri. Budaya hijau harus menjadi komitmen dan gerakan
bersama, bukan sekedar simbolis dan seremonial bekala, tetapi
harus berkelanjutan. Tambang timah yang sudah mewariskan
kerusakan lingkungan butuh reklamasi yang dilandasi
komitmen dan kesadaran bersama. Jadi, pada komponen
kultur, menumbuhkan green culture melalui berbagai kegiatan
sosialisasi, internalisasi melalui kurikulum pendidikan sejak
dini, reward and punisment bagi perusahaan tambang timah
ramah lingkungan, penghargaan bagi masyarakat/BUMDes
yang reklamasinya berhasil, dan upaya-upaya lain yang
mendorong reklamasi dilakukan dengan serius dan didasari
oleh kesadaran akan mengembalikan kelestarian lingkungan.

Berikut beberapa pendekatan yang harus dilakukan dari
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sisi budaya hukum terkait kebijakan reklamasi antara lain,
yaitu:

d.

Peningkatan komitmen greenmining perusahaan tambang
maupun mitranya

Peningkatan komitmen greenmining pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah

Peningkatan komitmen greenmining dari masyarakat
sekitar reklamasi, termasuk dengan tidak menambang
tanpa izin diareal reklamasi.

Internalisasi penambangan berwawasan lingkungan
dalam kurikulum pendidikan sejak dini sampai perguruan
tinggi.

Memperbanyak reward and punisment dan meng-
umumkannya ke publik bagi perusahaan tambang timah
yang ramah lingkungan dan yang merusak lingkungan
terkait kewajiban reklamasi

Pola reward and punisment juga diterapkan kepada
masyarakat disekitar wilayah reklamasi untuk mendorong
kesadaran lingkungan dan partisipasi publik.
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